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PUTUSAN
Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Badg

o>l oz )l alll oans
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Juni 1979 (umur
44), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Februari 2001 (umur
22), agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTA, bertempat

tinggal di - Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka
sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024
telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bandung, dengan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 19 Februari
2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah
yang menikah pada tanggal 15 Januari 2023 dan telah dicatatkan di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung dengan bukti Kutipan
Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 15 Januari 2023;

2. Bahwa seusai akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, yang
salah satu butir yang diucapkan adalah : “Sewaktu-waktu saya
meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut, atau saya tidak
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memberi nafkah kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya membiarkan
isteri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan
mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya
dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya
membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai
iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”,
sebagaimana ternyata pada lampiran Kutipan Akta Nikah dan telah dibaca
serta ditanda tangan oleh Tergugat;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 7 bulan. Dan dari hasil
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.

4. Bahwa seiring waktu berjalan, ternyata keharmonisan antara Penggugat
dan Tergugat tidak bisa terus bertahan. Tergugat tidak bertanggung jawab
terhadap rumah tangga, pada Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dengan alasan ketidaknyaman dan sampai saat ini tidak pernah
pulang kerumah kediaman serta tidak memberikan nafkah. Oleh karena itu
Tergugat telah meninggalkan, membiarkan dan tidak memperdulikan
Penggugat, dan karenanya Tergugat telah melanggar shigat ta’lik talak.

5. Bahwa Pengugat selaku istri, dengan ini menyatakan tidak ridha atas
perlakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dan bersama ini,
Penggugat mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama Bandung
dan mohon supaya pengaduan Penggugat tersebut dibenarkan dan serta
diterima, dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, sehingga
dengan demikian akan jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat.

6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas penggugat sudah tidak sanggup
lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat
telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat.

7. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden
Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan
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cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan

mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cg. Majelis Hakim
berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan syarat Ta'lik Talak telah terpenuhi;

3. Menetapkan jatuh Talak satu Khuli Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)) dengan 'lwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah);

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX, tertanggal 15 Januari
2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA X Kota
Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen
dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
telah sesuai selanjutnya diberi tanda (Bukti P).

B. Saksi
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Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-
dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi | : SAKSI I, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku ibu kandung

Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat saksi hadir, dan benar
Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang selengkapnya sebagaimana
biasanya tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sejak Oktober 2023 telah pergi meninggalkan
Penggugat dengan alasan ketidaknyaman dan sampai saat ini tidak pernah
pulang ke rumah kediaman serta tidak memberikan nafkah wajibnya kepada
Pengggat kurang lebih 4 bulan sampai sekarang;.

- Bahwa selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Tergugat tidak
meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

- Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat menderita
dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok Penggugat;

Saksill : SAKSI Il, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya telah
memberikana keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku adik

kandung Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat saksi hadir, dan benar
Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang selengkapnya sebagaimana
biasanya tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikahl;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sejak Oktober 2023 telah pergi meninggalkan
Penggugat dengan alasan ketidaknyaman dan sampai saat ini tidak pernah
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pulang ke rumah kediaman serta tidak memberikan nafkah wajibnya kepada
Pengggat kurang lebih 4 bulan sampai sekarang;.

- Bahwa selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Tergugat tidak
meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

- Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat menderita
dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang
pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat
gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan
Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan
dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya Tergugat
tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus
secara verstek, sesuai maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. SEMA
Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat,
yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan dan
penambahan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang perceraian antara
Penggugat dengan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, oleh
karena itu sesuai ketentuan pasal 49 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor
7 tahun 1989 dan menurut penjelasan pasal tersebut, perceraian merupakan
bagian dari sengketa perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam
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kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum
Pengadilan Agama Bandung, maka perkara aquo termasuk dalam kewenangan
relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan cerai Penggugat
adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi
sebagai suami istri, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan
untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan
sehingga tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat,
namun sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015,
maka Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum antara Penggugat
dengan Tergugat yang didalilkan sebagai pasangan suami istri, Majelis Hakim
mempertimbangkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta
nikah (probationis causa) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum lIslam, jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka
Penggugat tetap dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat
masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam
persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi
Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata
cocok dan sesuai, alat bukti P.1 tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh
undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur
dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat
diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Penggugat dengan
Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan
Tergugat mempunyai persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat
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didasarkan pada alasan Tergugat telah melanggar shigat taklik talaknya yang
telah diucapkannya setelah akad nikah dahulu (vide: Pasal 116 huruf (g),
Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dalam
persidangan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang
sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini,
saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat,
Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan
memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya
di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR
kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua melihat sendiri
setidaknya sejak bulan 19 Februari 2020 yang lalu antara Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak saling mengurus lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling
tegur sapa, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi pertama dengan
keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya, oleh
karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 HIR sejauh keterangan saksi saling
menguatkan satu dengan lainnya, dapat diterima sebagai bukti dalam perkara
ini.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua melihat sendiri
Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang berbeda setidaknya sejak bulan
19 Februari 2020 dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat
tidak pernah bersama lagi, walaupun kedua saksi tidak pernah melihat secara
langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan keluarga Penggugat telah
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap
tidak rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan
pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta kejadian pada pokoknya
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sebagai berikut:
1. bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang
sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa benar sewaktu akad nikah Terggugat mengucapkan shigat taklik
yang bunyinya

“Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya selama dua tahun

berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah kepadanya tiga bulan

lamanya, atau saya membiarkan isteri saya enam bulan lamanya,
kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada

Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh

Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp

10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada

saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”, sebagaimana ternyata

pada lampiran Kutipan Akta Nikah dan telah dibaca serta ditanda tangan
oleh Tergugat;

3. bahwa benar Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama sejak
Oktober 2023 dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama,
dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak
memberikan nafkah wajibnya kepada Pengggat kurang lebih 4 bulan
sampai sekarang dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang
dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

4. bahwa Penggugat sanggup membayar uang sebesar Rp 10.000,00
(sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Pengadilan
sebagai wakil/kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa taklik talak telah terwujud
atas taklik talak angka 2 yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada
Penggugat sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, Penggugat telah
membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh
(pengganti) kepada Pengadilan sebagai wakil/lkuasa Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti
beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir
Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
Menjatuhkan Talak satu khuli dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT dengan uang iwadh sejumlah
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat  sejumlah
Rp470.000,00 (empat ratus tujuhu puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bandung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27
Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah,
oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman,
M.Sy. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Dewi Sulami, S.HIl. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis
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Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy. Dra. Tuti Gantini
Panitera Pengganti

Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 70.000,00
3. Panggilan Penggugat : Rp. 150.000,00
4. Panggilan Tergugat : Rp. 180.000,00
5. PNBP Panggilan :Rp. 20.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Materai :Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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